5o
i

BT ol

.

AUPATI MESILLI
PFROVINSG] LAMPUNCG

KEPUTUSAN BUPATI MESLLJI
NOMOR : B/ag /)02 /HK /MBS 2017

i 5"
FENTANG
]
~ PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN %
SATUAN PENDIDIEAN SEKOLAH DASAR NEGQER] G KIS LT L -
DI DESA NIPAH KUNING KECAMATAN MESU.)1 KABUPATEN MESLUJ] 'S
. gt

BLUPATI MESLLI

Mermumbang m.  bakhwa ik mmiervirdn bk lan |k ferbitnys Burt
Keputusan Bupati Mesuji Nomo B/ 142/ 1.02f HK/
ME. 20110 lertarpe Fenetmpan oo Lirut/

Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negert PALIL

: TK., S dan SMP Lingkup kiabupaten Mesuji
b. bahwa berdasarkan pertim Darigan ne hingaIMmaTa
dimaksud pada hurul & tersebul dinlas periu ditetapkan
. |_.|.|||_|“|||""I| 5,|||||||;| tentang Penctapan l=in 'JSJ"IIt'a'!"J“"l-
' Penvelenggaraan  Satuan  Pendidikan Sekolah Linsal
i Negeri 6 Mesuji i Desa Nipah Kuning Kecamatan
Mesujl Knbupaten Mesun
Mengingat . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994 teniang
¥ PenvelenpEarisn Neponta YRNgE Bersmih dan Hebas dan

Korupsi, Kolusi, dan Nepotimme;
2. Undmng-Undang Nomor <U Tahun 2003 tentang Sistem
Perndidikan Nasional;
) 3. Undang-Undang Nomot 14 Tahun 20056 tentang Guruy

dan Dosen,

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pernbentulkan Kabupiaten Mesuji di Provins! Lampunig,

5. Undang-Undang MNomor 29 Tahun 2009 tentang
Pelavanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teniang
Permbentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagamana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

§. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran serta Masvarakat dalam Pendidikan Nasional;






